EEPUTUSAN KEFALA KANTOR WILAYAH
EEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 1023 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL HADRAEEH ALTTAH PANGERAN ANTASARI

KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFALA KANTOR WILAYALL

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KATIMANTAN SELATAN

Menjmbang TH,

b.

Mengingat. : L

bahwa setiap madrasah wajih mendapatkan izin pendirian
madragal;

bahwa schubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemberian izin Pendirian Madrasah, perlu memberikarn
Surat Keputusan Pengganti;

bahwa madrasah sebagaimana tercanmum dalam Lampiran
Keputusan ind  telah  memenuhi persyaratan  untule
fliberikan  Surat Keputusan Penggenti lzin Pendirian
Madrasah;

bahwa herdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
tatara hurul “a”, huraf “b", dan humuf “¢*, perlu
menetapkan  Keputussn  Kepala  Kanfor  Wilayah
Eemenierian Agama Provingl Kalimantan Selatan entang
Penerbitan Surat Keputusan Penggarti [zin
Pendirian /Operasional Madrasah Alivalh Pangeran Antasan
Kabupaten Banjar;

Undang-undang Nomor 20 Tabun 2003 wntang Sistem
Pendidikan Nasional (Lemharan hegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negars
Republiiz Indonesia Nomeor 4301); '

Peraturan Pemerintahh Komor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Masional Pendidiltan {Lembaran Negarz Republik
Indonesie Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4496) sebagaimana tetah
diubah denegan Peraturan Pemerintah Neomor 32 Tahun



2013 tentang Perubahan atas Peraturen Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. 5410};

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan [Lembaran Nogara Repuhblik
Indemesia Talun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864,

4. Peraturan Pemerintalh Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tabun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ol5l) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomer 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomar 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidilkan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor
5157}

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasionel Nomor 24 Tghun
2007 tentang Standar Sarana dar Prasarana untuk
Jekoleh Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Mencngah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sckolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Teraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelavanan Minfroal Pendidikan di
Kabupaten/Kota scbagaimana iclah diubah  menjadi
Peraturan Menter! Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Peiavanan Minfnal Pendidiken di Katniparen /Koua;

7. Peraturan Menferi Agama Womwor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan  Pendidikan Madrasah [Herita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

B. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikar Islam Nomor
HRES Tahun 2015 rentang Petunjuk Telmis Perpanjangan
Izin Pendirian Madrassh, Penerbitan Surat Heputusan
Pengganti [zin Pendirfan Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendlrian Madrasash;

Memperhatikatn ¢ Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agarna
Kabupaten Banjer Nomer : B 1341/Kk,17.03-4/PP.00/10/2016
Tanggal 17 Oktober 2016;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN EKEPALA KANTOR WILAYAH HEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALIYAH PANGERAN ANTASARI KABUPATEN BANJAR.

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Tzin
Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepulusan ini.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Oktober 2016

im0, Menteri Agama

SEGIERIALSS  Kepala Kantor Wilavah
-.”I &j__._;,rﬂr .f_::\?\ EP o 7
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LAMITIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR i(1» TAHUN 2016

TENTANG PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN PEMCGTANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH PANGERAN ANTASARI
KARUPATEN BANJAR

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
[ZIN PENDIRIAN MADRASAH

1 | Nama Madrasah

Madrasah Aliyah Pangeran Antasari

2 | Nomor Statistik Madrasah

131263030017

. 3 | Alamat Madrasah

| J1. A.Yani KM 39 No.9 RT 03 RW V

Kecamatan Martapura Kota

Desa/EKelurahan Jawa

Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan

! 4 | Nama Organisasi Penvelenggara

5 | Akte Notaris QOrganisasi
Penvelenggara

i Yayasan Pendidikan Pangeran Antasati

Nomor 3 Tahun 2015

& | Pengesahan Akte Notaris
! Organisasi Penyelenggara

SK MENKUMHAM Rl Tanggal 02
September 2015

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Oktober 2016

a.n. Menteri Agama
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DEPARTEMEN AGAMA

RKANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINST RALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan ¥eputusan Kepala Eantor Wilayah Departemen Apga-
ma Propinei Kalimantan Selatan Nomor ; W.o /©/w: DL e S s
tanggal o5 Toopiact 1.

diberikan kepada

Marms Madrasah
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Kabupaten / Kotamadya Poandor.
Propinsi ! Kazlimantan Seiatan

Penyelenggara Madrasah /
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dengan Nompor Statistik Madrazah ( NSM )
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